
GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 34 TAHUN 2014

TENTANG

PENGEruARAN KAS UNTUK BEIANJAYANG BERSIFATW,q.JIB DAN BERSIFAT
MENGIKAT DI UNGKUNGAN PEMERII\NAH PROVINSI BENGKULU YANG

MENDAHUNN ANC,GARAN PENDAPATAN DAN BEIANJA DAERAH PROVINSI
BENGKULU TAHTIN ANC,GARAN 20 1 5

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang '. a.

GUBERNUR BENGKULU,

bahwa mengingat Anggaran Pendapatan dal Belanja

Daerah Tahun Anggaran Daerah Provinsi Bengkulu

Tahun Anggaran 2015 belum ditetapkan sampai

brrlan Desember Tahun 2014, maka untuk menjamin

kelaacaral tugas-tugas Pemerintahan Provinsi

Bengkulu perlu melakukan pengeluaran kas untuk

belanja yang bersifat wajib dan belanja yang bersifat

mengikat mengakibatkan beban Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daera-h Provinsi Bengkulu

Tahun Anggaran 2015;

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 132 ayat (4)

Peratural Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah, sebagaimana terakhir diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

maka pengeluaran kas sebelum penetapan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk
belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang

bersifat wajib ditetapkan dalam peraturan kepala

daerah;

b.
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Dahwa oerciasarran pertimbalgal sebagaimana

dimaksuci huruf a cian b, periu menetapkal Peratural

Gubernur Bengkulu tentang Pengeluaran kas r-mh;k

belanja yang bersifat wajib dan bersifat mengikat di

lingkungan Pemerintah Provinsi yarg

mendahr-rlui Angaran Pendapatan dan Belaqia Daerah

Provinsi Bengkulu Tahun Angaran 2015;

Uiidarrg-.-,,itiairg iit iiii,i , ia'iri;i, .,. )i-,i it,iiairg

Perrrbeiiiukan Propinsi Bengkuiu (Lemi:aran ii egara

Republlk Indonesla 'l'ahun l9b7 Nomor 19,

Tambahal Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2828);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia

Tahua 2O03 Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2W tentang

Ferimbangan Keuangan Antara Fernerintah Rrsat dan

Femerintahan Daerah firmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2@4 Nomor 126 Tambahan kmbararr

Negara Republik hrdonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

2.

t)-

4.

5.
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ii nciang- U nciang Nomor 2J 'iahun 2U.i4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2014 tentang Perubahal Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

Peraturan Pemerintah Nomor 2O Tahun 1968 tentang

Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dar,

Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968

Nomor 34, Tambahaa Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 245fl;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 20O5

tentang Dana Perimbangan (l,embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 137,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 20O5

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO6 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerya Instansi Pemerintah

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara republik

Indonesia Nomor 4614);

Peratura-n Pemerintah Nomor 71 Tahun 201O tentang

Standar Akurtansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 49, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

7.

8.

9.

10.

1i.
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i2. Peral].]Iafi ivienteri iiaiarn i\egen i\omor i3 'ihhun 2uuo

tentang Periomal Pengeiolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peratural Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah @erita Negara

Republik krdonesia Tahun 2O11 Nomor 31O);

13. Peraflran Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesra Tahr:n 2O14 Nomor 32);

14. Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014

tentang Fedoman Penyrsunan Angaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara

Republik krdonesiaTahun 2O14 Nomor 68O);

15. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6
Tahun 2OO7 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi

Bengkulu Tahun 2O07 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELUARAN

KAS UNTUK BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB DAN

BERSIFAT MENGIKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

PROVINSI BENGKULU YANG MENDAHULUI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Tlenoan Perqtttrerr Glrtrernrrr ini ditcfenlrqn nenorolrrqrqn

1,,,,. ,..-i,,1. !.,,1...,:,, -....-., 1-.,.,.:l,i -.-",.-..:1-,.: .:.,.- :..-!,..-:,- .,.,.-.-

-q-l^-;^ rr^--^'P. D-^.,;--i - -uerlBkulu iiulun Anggartan 2u LJ.



(1)

(2\

-5-

Fasai 2

Pengeluaran kas untuk kebutuhan beian|a yang

bersilat mengikat sebagaimana dimaksud da,lam Pasal

I merupakan belanja dalam bentuk Gaji dan

Tlrnjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil

dan Honorarium Pegawai Tidak Tetap di lingkup

Pemerintah Provinsi Bengkulu;

Pengeluaran kas untuk kebutuhan belanja yang

bersilat wajib di lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yaitu:

a. belanja pelayanan di bidang kesehatan, antara lain

bahan kimia, obat-obatan, alat kesehatan dan bahan

makanan pasien di pusat pelayanan kesehatan milik
pemerintah daerah;

b. belanja pelayanan di bidang pendidikan seperti

Bantuan Operasional Sekolah, Pegawai Tidak Tetap

(PrT);

c. Belanja yang telah terikat dengan perjanjian seperti

pembayaral tagihan listrik, air, telepon dal internet

kantor;dan

d. Belanja untuk antisipasi bencana alam dan bencana

sosial.

Pasal 3

Penqelrraran kas sehngairnana dirnaksrrd r{alarn Pas.al 2.

!i-i eii i.ji iii;: Li: !i -:j,:: -i.ii- ::::-:_-:i:X :::-:_-:::X -la:::: :-:::--:::-;: ::!::-:;j
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,;.-, ; .',,ni,-1, ,;;.-;,'L,,-;i.,-,. ',-,i,qurJq|l,,(!l1,u6u(lla,64uluvaraurrrulryuuu

fllr8,g,ar all rcltuapalall uall Dctalrja .Lacl arr rI uvlrrtil

Bengkuiu Tahun Anggaran 20 i4.
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Pasal 4

Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (21 huruf d merupakan belanja untuk kegiatan yang

sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang

seperti penanggulangan bencana alam dan bantuan sosial

yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan

penempatan dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu

pada tanggal 22-L2-2O14

GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. JUNAIDI HAMSYAH

Diundangkan di Bengkulu

pada tanggal 22-12-2014

PLT. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU

KESRAASISTEN PEMERINTAHAN DAN

ttd.

H. SUMARDI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2014 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya

1/xeYat-ar;rp HUKUMI/
II
tll
tl,.,

M. IKHWAN, SH., MH
Pembina Tk. I

NIP. 19690905 199403 1011


